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TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NOGOJATISARI

TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NOGOJATISARI

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2
ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Nogojatisari Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;



10.

1.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi
Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2006 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber
Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2006 Nomor 14/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2002 Nomor 33);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);

Peraturan Desa NOGOJATISARI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan . Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DESA NOGOJATISARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA NOGOJATISARI TAHUN ANGGARAN 2013,

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nogojatisari Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 379.670.000.0,-
( Tiga Ratus Tujuh Puluh sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah ).
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Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan : Rp. 379.670.000.0,-
b. Belanja

1) Langsung : Rp. 166.150.000.0,-

2) Tidak Langsung : Rp. 213.520.000.0,-
G, Pembiayaan

1) Penerimaan :Rp. 0,

2) Pengeluaran : Rp. 1.850.000.0,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Fenjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nogojatisari
Pada tanggal : Pebruari 2013

_~KEPALA DESA NOGOJATISARI

i




Peraturan Desa Nogojatisari

Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

Lampiran :
Nomor
Tanggal
Perihal
RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES )

: 01 Tahun 2013

Februari 2013

: Anggaran Pendapatan Dan belanja

Desa tahun Anggaran 2013

DESA NOGOJATISARI KECAMATAN SAMBENG

TAHUN ANGGARAN 2013
RAIAN TAHUN TAHUN
AuggRERAN U SEBELUM BERJALAN
NYA (RP)
(RP)
1 2 3 4
1. | PENDAPATAN
1.1 | PENDAPATAN ASLI DESA :
1441 Hasll Usaha Desa : 0, 1.850.000.0,-
1.1.1.1 Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) 0.- 0-
1.1.1.2 Kelompok temak 0,- 150.000.0,-
1113 Koperasi Wanita ( Kopwan ) 0- 150.000.0,-
1.1.14 Kelompok tani 6 buah @ 100.000.0,- 0,- 600.000.0,-
1.1.1.5 Kelompok Tebu 3 buah @ 100.000.0,- 0,- 300.000.0,-
1.1.1.6 Kelompok Simpan Pinjam 10 buah @ 50.000.0.- 0.- 500.000.0,-
11.1.7 LMDH 0- 150.000.0,-
11.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Desa :

1.1.241 Tanah Kas Desa : 62.500.000.0,- 66.500.000.0,-
11.2141 Sewa Bengkok Kepala Desa 8.500.000.0,- 8.500.000.0.-
11.21.2 | Sewa Bengkok Kaur Umum 4.500.000.0,- 4.500.000.0,-
11213 | Sewa Bengkok Kaur Keuangan 4.500.000.0.- 4.500.000.0,-
11214 | Sewa Bengkok Kasi Pemerintahan 5.500.000.0,- 4.500.000.0,-
11215 | Sewa Bengkok Kasi Ek — Bang 4.500.000.0.- 4.500.000.0,-
1.1.2.1.6 | Sewa Bengkok Kasi Kes - Masy 4.500.000.0.- 4.500.000.0,-
11.21.7 Sewa Bengkok Kasun Nogo 5.500.000.0,- 5.500.000.0,-
1.1.2.1.8 Sewa Bengkok Kasun Ngampel 4,500.000.0,- 4.500.000.0,-
11.218 | Sewa Bengkok Kasun Kedungjati 4.500.000.0.- 4.500.000.0.-
1.1.2.1.10 | Sewa Bengkek Kasun Kasah 4.500.000.0,- 4.500.000.0,-
1.1.2.1.11 | Sewa Bengkok Kasun Pancur 4.500.000.0,- 4.500.000.0,-
1.1.2.1.12 | Sewa Eks bengkok sekdes PNS 7.000.000.0,- 12.000.000.0,-
1.1.2.1.13 | Sewa tanah desa lainnya 0,- 0,-
1.4.2.2 Pasar Desa 0, 0,
1.1.23 Bangunan Desa : 0. 0-
14.24 Lain - lain Kekayaan Milik Desa : 0- 0.-
113 Hasil Swadaya Dan Partisipasi : 13.750.000.0,- 22.570.000.0,-
1.1.3.1 Swadaya Penunjang ADD dan Bansun 5.750.000.0,- 5.750.000.0,-
1.1.3.2 Swadaya penunjang jalan poros 4.000.000.0,- 3.000.000.0,-
1133 Swadaya PHBN / PHBI 0, 13.820.000.0,-
1.14 Hasil Gotong - Royong : 16.500.000.0,- 16.500.000.0,-




1141 Gotong - royong Kebersihan Lingkungan yang di 16.500.000.0,- 16.500.000.0,-
nilai dengan uang
115 Lain - lain Pendapatan Asli Desa 6.500.000.0,- 9.650.000.0,-
yang Sah :
1161 Leges Surat — Menyurat 500.000.0,- 500.000.0,-
1152 Leges jual beli Tanah 3.500.000.0,- 3.500.000.0,-
1.1.6.3 Leges ijin Keramaian 0, 150.000.0,-
1.1.54 Leges NTCR 3.500.000.0,- 3.500.000.0,-
1.1.6.5 Hasil infak dan shodakoh 0,- 2.000.000.0,-
1.2 | BAGIAN HASIL PAJAK :
1.21 Bagian Hasil Pajak Kabupaten 1.850.000.0,- 1.850.000.0,-
1.211 Intensif PBB 1.850.000.0,- 1.850.000.0,-
1.3 | BAGIAN HASIL RESTRIBUSI : 0- 0,-
131 Restribusi pelanggan HIPPAM 0,- 0-
1.4 | BAGIAN DANA PERIMBANGAN 69.000.000.0,- 74.000.000.0,-
KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH :
14.1 Alokasi Dana Desa 41.500.000.0,- 41.500.000.0,-
14.2 Bantuan Pembangunan Dusun 27.500.000.0.- 27.500.000.0,-
14.3 Bantuan Operasional 20 RT 0,- 5.000.000.0,-
1.5 | BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
PUSAT, PROPENSI, KABUPATEN Dan DESA
LAINNYA :
1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah 0, 0,
Pusat :
15.2 Bantuan Keuangan Pemerintah 0, 0,
Propensi :
1.5.3 Bantuan Pemerintah Kabupaten : 82.200.000.0, 147.700.000.0,-
1.6.3.1 TPAPD Kades 9.600.000.0,- 10.800.000.0,-
1.6.3.2 TPAPD Kaur Umum 6.600.000.0,- 7.800.000.0,-
1.6.3.3 TPAPD Kaur Keuangan 6.600.000.0,- 7.800.000.0,-
1.5.3.4 TPAPD Kasi Pemerintahan 6.600.000.0,- 7.800.000.0,-
1.5.3.5 TPAPD Kasi Ek — Bang 6.600.000.0,- 7.800.000.0,-
1.5.3.6 TPAPD Kasi Kes — Masy 6.600.000.0,- 7.800.000.0,-
15.3.7 TPAPD 5 ( lima ) Kepala Dusun 33.000.000.0,- 39.000.000.0,-
1.6.3.8 TPAPD Ketua BPD 400.000,0,- 600.000.0,-
15.3.9 TPAPD wakil Ketua BPD 400.000.0,- 550.000.0,-
1.5.3.10 TPAPD 7 anggota BPD 2.800.000.0,- 3.500.000.0,-
1.5.3.11 Bantuan Pembentukan BPD 0,- 500.000.0,-
1.6.3.12 Bantuan puma bakti BPD 0,- 4.500.000.0,-
1.5.3.13 Asuransi Kepala Desa 1.000.000.0,- 1.000.000.0,-
1.5.3.14 Bantuan Puma Bakti Kepala Desa 0, 5.000.000.0,-
153.15 Bantuan Puma Bakti Perangkat Desa 1.000.000.0,- 0-
1.5.3.16 Bantuan Jalan Poros desa 40.000.000.0,- 30.000.000.0,-
15.3.17 Bantuan Uang duka Kepala Desa 0- 1.000.000.0,-
1.5.3.18 Bantuan Uang duka Sekretaris Desa 0. 750.000.0,-
1.5.3.19 Bantuan Uang duka Perangkat Desa lainnya 0.- 5.000.000.0,-
1.5.3.20 Bantuan Pemlihan Kepala Desa 0,- 6.500.000.0,-
1.54 Bantuan Keuangan Desa Lainnya :
1541 Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS 0- 0,




1.6

DANA HIBAH DARI PEMERINTAH
PUSAT,PROPENSI, KABUPATEN DAN DAN
LAINNYA :

1.6.1 Dana Hibah Darl Pemerintah Pusat : 0,- 0-
1.6.2 Dana Hibah Dari Pemerintah

Propensi :
163 Dana Hibah Dari Pemerintah 0, 0,

Kabupaten :
164 Dana Hibah Dari Badan/ 0.- 0.-

Organisasi / Swasta
165 Dana Hibah Dari Kelompok 0,- 0,

Masyarakat / Perorangan.

1.7 | SUMBANGAN PIHAK KETIGA : 550.000.0,- 39.050.000.0,-

1.74 Sumbangan Dari Calon Penganten 560.000.0,- 550.000.0,-
1.7.2 Sumbangan dari Calon Peraangkat Desa 0.- 0,-
173 Sumbangan dari Calon Kepala Desa 0. 38.500.000.0,-

JUMLAH PENDAPATAN 332.850.000.0, | 379.670.000.0,-

2 | BELANJA

2.1 Belanja Langsung : '
211 Belanja Pegawal / Honorarium : 4.010.000.0,- 19.510.000.0,-
2.1.1.1 Honorarium petugas Pemungut PBB . 1.850.000.0,- 1.850.000.0.-
21.14.2 Honorarium Petugas Linmas 0.- 0.
21143 Honorarium Ketua RT / RW 0- 0,-
2114 Honorarium BKBD / Kader Posyandu 0,- 0,
21.15 Honorarium Pengurus LPM 0, 0.-
2.1.1.6 Honorarium 2 KPMD 0,- 0,-
21.1.7 Honorarium PJK Timlak ADD 840.000.0,- 840.000.0,-
21.1.8 Honorarium Ketua Timlak ADD 480.000.0,- 480.000.0,-
2118 Honorarium Sekretaris Timlak ADD 420.000.0,- 420.000.0,-
2.1.1.9 Honorarium BendaharaTimlak ADD 420.000.0,- 420.000.0,-
2.1.1.10 Honorarium Panitia Pembangunan Desa 0.- 0-
2.1.1.11 Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa 0- 0-
2.1.1.12 Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa 0- 15.500.000.0,-
2.1.2 Belanja Barang / Jasa :
21.2.1 Belanja Perjalanan Dinas : 780.000.0, 2.780.000.0,-
2.1.21.1 Belanja Perjalanan Kepala Desa 0,- 0,-
21.21.2 Belanja Perjalanan Dinas Sekretaris Desa 0- 0,-
24213 Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Desa 0,- 0,-
21214 Belanja Petjalanan Dinas Ketua BPD 0,- 0-
21215 Belanja Perjalanan Dinas Ketua LPM 0,- 0-
21.2.1.6 Belanja Perjalanan Dinas Ketua TP.PKK 0- 0,-
21217 Belanja Perjalanan Dinas Ketua Darma Wanita 0.- 0,-
21.21.8 Belanja Perjalanan Dinas PJK Timlak ADD 360.000.0,- 360.000.0,-
21.21.9 Belanja perjalanan Dinas Ketua Timlak ADD 180.000.0,- 180.000.0,-
2.1.2.1.10 | Belanja Perjalanan Dinas Sekretaris.TimlakADD 120.000.0,- 120.000.0,-
2.1.2.1.11 | Belanja Perjalanan Dinas Bend.Timlak ADD 120.000.0,- 120.000.0,-




2.1.21.12 | Biaya Rapat 0,- 2.000.000.0,-
2,122 Belanja Material / Bahan : 163.810.000.0,- |  138.360.000.0,-
2.1.2.21 Belanja ATK 4.270.000.0,- 4.270.000.0,-
21222 Belanja Peralatan / perlengkapan Kantor 2.000.000.0,- 2.000.000.0,-
2.1.2.23 | Belanja Pemeliharaan Balai Desa 7.000.000.0,- 12.000.000.0.-
21.2.24 Pembayaran rekening Listrik 240.000.0,- 240.000.0,-
21225 Pemeliharaan Motor Dinas Kepala Desa 0,- 150.000..0,-
2.1.2.26 Pemeliharaan Motor Dinas Sekretariat Desa 0, 150.000..0,-
2.1.2.2.7 Belanja bahan material ADD 32.050.000.0,- 29.050.000.0,-
21228 Belanja bahan material Bansun 30.250.000.0,- 27.500.000.0,-
21229 Belanja bahan material Jalan Poros Desa 44,000.000.0,- 30.000.000.0,-
2.1.2.2.10 [ Belanja Pilkades 0, 38.500.000.0,-
2123 Pembayaran Premi Asuransi 1.000.000.0,- 1.000.000.0,-
21.234 Asuransi Kepala Desa 1.000.000.0,- 1.000.000.0,-
213 Belanja Modal
2.1.3.1 Belanja Modal tanah 0,- 0,-
21.3.2 Belanja Modal jaringan ( Listrik / Air ) 0- 0,-
Jumiah Biaya Langsung 168.600.000.9, - 166.150.000.0,-
2.2 | Bolanja Tidak Langsung :
221 Belanja pemerintahan Desa 133.100.000.0,- | 160.700.000.0,-
22141 Belanja Pegawai / Penghasilan tetap Kepala 19.100.000.0,- 21.300.000.0,-
Desa:
22111 Hasil sewa bengkok Kepala Desa 8.500.000.0,- 8.500.000.0,-
22112 | TPAPD Kepala Desa 9.600.000.0,- 10.800.000.0,-
22113 Puma bakti i kepala desa 0 1.000.000.0,-
221.14 | Uang duka Kepala desa 0,- 1.000.000.0.-
224.2 Belanja Pegawal / Penghasilan tetap Sekdes 0.- 750.000.0,-
2.2.1.2.1 Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa 0,- 0.-
Uang Duka Sekretaris desa 0, 750.000.0,-
2213 Belanja Pegawal / Pengasilan Kaur Umum : 11.100.000.0,- 12.800.000.0,-
2.2.1.3.1 | Hasil sewa bengkok Kaur Umum 4.500.000.0,- 4.500.000.0.-
22.1.32 | TPAPD Kaur Umum 6.600.000.0,- 7.800.000.0,-
22133 | Uang Duka Kaur Umum 0,- 500.000.0.-
2214 Belanja Pegawai / Pengahilan tetap Kaur 11.100.000.0,- 12.800.000.0,-
Keuangan :
22.14.1 | Hasil sewa Bengkok Kaur Keuangan 4.500.000.0,- 4.500.000.0.-
2214.2 | TPAPD Kaur Keuangan 6.600.000.0,- 7.800.000.0,-
Uang Duka Kaur Umum 0- 500.000.0,-
2215 Belanja Pegawal / Penghasilan Tetap Kasi 12.100.000.0,- 12.800.000.0,-
Pemerintahan
22151 Hasil sewa Bengkok Kasi Pemerintahan 5.500.000.0,- 4.500.000.0,-
2.21.5.2 | TPAPD Kasi Pemerintahan 6.600.000.0,- 7.800.000.0,-
Uang duka kasi Pemerintahan 0.- 500.000.0,-
22.1.6 Belanja Pegawai / Penghasilan Kasi Ekbang 11.100.000.0,- 12.800.000.0,-
22.1.6.1 Hasil sewa Bengkok Kasi Ekbang 4.500.000.0.- 4.500.000.0.-




22162 | TPAPD Kasi Ekbang 6.600.000.0,- 7.800.000.0.-
Uang duka kasi ek - bang 0.- 500.000.0,-
2217 Belanja Pegawal / Penghsailan Tetap Kasi 11.100.000.0,- 12.800.000.0,-
Kes - Sos :
22471 | Hasil sewa Bengkok Kasi Kes - s0s 4.500.000.0,- 4.500.000.0,-
22.1.7.2 | TPAPD Kasi Kesos 6.600.000.0,- 7.800.0000,-
Uang duka kasi KE-SOS 0,- 500.000.0,-
2218 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasun 12.100.000.0,- 13.800.000.0,-
Nogo :
22181 | Hasil sewa Bengkok Kasun Nogo 5.500.000.0,- 5.500.000.0.-
22182 | TPAPD Kasun Nogo 6.600.000.0,- 7.800.000.0,-
Uang duka Kason Nogo 0.- 500.000.0.-
2219 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasun 11.100.000.0,- 12.800.000.0,-
_Ngampel :
22191 Hasil sewa Bengkok Kasun Ngampe! 4.500.000.0,- 4.500.000.0,-
22192 | TPAPD Kasun Ngampel 6.600.000.0,- 7.800.000.0,-
Uang duka Kasun Ngampel : 0, 500.000.0,-
221.10 Belanja Pegawal /Penghasilan Tetap Kasun 11.100.000.0,- 12.800.000.0,-
Kedungjati :
2.2.1.10.1 | Hasil sewa Bengkok Kasun Kedungjati 4.500.000.0,- 4.500.000.0.-
2.21.10.2 | TPAPD Kasun Kedungjati 6.600.000.0,- 7.800.000.0,-
Uang duka kasun Kedungjati 0. 500.000.0,-
2241 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasun 11.100.000.0,- 12.800.000.0,-
Kasah :
2.2.1.11.1 | Hasil sewa Bengkok Kasun Kasah 4.500.000.0,- 4.500.000.0,-
2.2.1.11.2 | TPAPD Kasun Kasah 6.600.000.0,- 7.800.000.0.-
Uang duka Kasun Kasah 500.000.0.-
22.1.12 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasun 11.100.000.0,- 12.800.000.0,-
Pancur :
221,121 _[ Hasil sewa Bengkaok Kasun Pancur 4.500.000.0,- 4.500.000.0,-
2.2.1.12.2 | TPAPD Kasun Pancur 6.600.000.0,- 7.800.000.0.,-
Uang duka Kasun PANCUR 0- 500.000.0,-
22.1.2 Belanja Pegawal / Penghasilan BPD : 3.600.000.0,- 9.650.000.0,-
22.1.2.1 Uang sidang BPD 0.- 0-
Belanja Pembentukan BPD 0,- 500.000.0,-
Puma Bakti BPD 400.000.0,- 4.500.000.0,-
221.22 | TPBPD Ketua Badan Perwakilan Desa .400.000.0.- 600.000.0,-
TPBPD Wakil Ketua BPD 400.000.0,- 5§50.000.0,-
TPBPD Anggota BPD 7 orang 2.800.000.0,- 3.500.000.0.-
22.2 Belanja Hibah 550.000.0,- 2.500.000.0,-
2223 Belanja Pengadaan Kursi 500.000.0,- 500.000.0.-
Belanja 4 kipas angin 0,- 2.000.000.0,-
223 Belanja Bantuan Sosial : 17.000.000.0,- 29.820.000.0,-
2231 Kegiatan PHBN / PHBI 0,- 13.320.000.0,-
2232 Kegiatan Bersih Desa 16.500.000.8,- 16.500.000.3.—
2233 Pembinaan Hansip - -
2234 Kegiatan BAZ 1.000.000.0,- 2.000.000.0,-




2.24. Belanja Bantuan Keuangan : 11.000.000.0,- 14.000.000.0,-
2241 Operasional BPD 2.500.000.0,- 2.500.000.0,-
2.24.2 Operasional LPM 2.000.000.0,- 2.000.000.0,-
2243 Operasional PKK 3.000.000.0,- 3.000.000.0,-
2244 Operasional Karang Taruna 1.000.000.0,- 1.000.000.0,-
2.24.5 Operasional Posyandu 500.000.0,- 500.000.0,-
2246 Operasional foto E - KTP 1.000.000.0,- 0,-
2.24.7 Operasional Linmas 0,- 0,-
2248 Operasional 7 ( tujuh ) Ketua RW 0, 0,-
2249 Operasional 20 (Dua puluh ) Ketua RT 0,- 5.000.000.0,-
22410 Purna Bakti Perangkat Desa lainnya 1.000.000.0,- 0-
22411 Operasional perpustakaan 0,- 500.000.0,-
225 Belanja Tak Terduga :
2.25.1 Belanja Keadaan Darurat 0,- 4.000.000.0,-
2252 Belanja Bantuan Becana Alam 0,- 0,-
Jumlah Biaya Tidak langsung 163.250.000.0,- |  213.520.000.0,-
Jumlah Biaya Belanja (2.1+2.2) 332.850.000.0,- | 379.670.000.0,-
3 | PEMBIAYAAN
3.1 | Penerimaan Pembiayaan
3.141 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 0,- 0,-
( SILPA )Tahun sebelunnya
3.1.2 Hasil penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan 0,- 0,-
3.13 Penerimaan Pinjaman 0,- 0,-
3.2 | Pengeluaran Pembiayaan :
321 Pembentukan Dana Cadangan 0,- 0,-
3.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,- 1.850.000.0,-
323 Pembayaran Hutang 0- 0,
JUMLAH PEMBIAYAAN 0, 1.850.000.0,
KEPALA DESA NOGOJATISARI
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KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOGOJATISARI KECAMATAN SAMBENG

NOMOR : 188/0f 1 413.317.101/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA NOGOJATISARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NOGOJATISARI

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOGOJATISARI

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2
ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa
NOGOJATISARI tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NOGOJATISARI
Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

1.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4593);



Memperhatikan

Menetapkan

21.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

30.

31.

32,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi
Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2006 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);

Peraturan Bupati Lamangan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2002 Nomor 33);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan
Badan Pemusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2006 Nomor 12);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Peraturan Desa Nogojatisari Nomor 1 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan
tata kerja Pemerintahan Desa Nogojatisari.

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa NOGOJATISARI membahas
rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
NOGOJATISARI tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NOGOJATISARI. TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam
Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2



Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NOGOJATISARI
Pada tanggal : 09 Pebruari 2013

BADAN.PE m@YAwAMTM DESA NOGOJATISARI
KECAMATAN SAQBENG KABUPATEN LAMONGAN
{3 . "
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD )
DESA NOGOJATISARI
JI. Raya Mantup - Sambeng Nomor. 12

BERITA ACARA RAPAT
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NOGOJATISARI
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor: 144 / O/ /413.317.10.1/2013

Pada hari ini jum’at, tanggal delapan, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu dua belas, bertempat
di Balai Desa Nogojatisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala
Desa Nogojatisarl perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Nogojatisari Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Nogojatisari mengadakan rapat

membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari
masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Nogojatisari menyatakan menyefujui rancangan

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nogojatisari Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Nogojatisari Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagi pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Nogojatisari

1.NARDI, Spt Ketua ( m)
J]“ &

2.LASMADI Anggota (
3. MATIBIN, Anggota

4, M. JUNAIDI Anggota

5. SUPARNO Anggota

6. SURMADI Anggota

7. SUYADI Anggota (/ e
8. SUDAR Anggota

9. PINAH Anggota




